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IRTISARI

Penelitian tentang obscuur libel dslam gugatan
perdats di Pengadilsn Negeri Semsrang merupaksn penelitian
huokum normatif. Penelitian ini dilakuksn dengsn tujusn
untuk mengetshul slasan hakiwm wmenyatsksn sustu gugatan itu
obscuur libel, kewenangsn hahim dulsm memperbaiki gugstan
vang obscuur libel, dan siksp hakin apabils wmenghadapi
gugatan vang obscuour libel. '

Dats vang digunakan delesm penelitian ini =adslsh
data primsir dan data sekundair, dsta tersebut dikampulkan
‘melnlui penelitian lspangan dan kepustskasn dengan alat
pengumpul dsts berups kuesioner, maupun pedomsn wWawsnours
desn studi dokuwen.

Dari hesil penelitisn dapat diketshui bahws slasan
susty gugstsn itu dinyvataksn obscuur libel masibh beluwm ads
keseragaman, sustu gugatsn dinyetaken obscuur libel dapst
dikarenshan subyek dalam gugatan tidak lenghap, obyek
senghketis deri gugatan tidak jelss, ursisn peristiwa dalam
fundamentum petendi tidek jelas/tidsak lengksp, petitum
gugatan tidak jelss staupun tidsk sda keselarasan hubungan
antars petitum dengan fundamentum petendinya. Hskim pada
prinsipnys tidak berwenang untuk wmelsahkukan perubsahan
terhadap gugatasn, walaupun gugstan tersebut obscuur 1libel,
vang berwensng melskukan perubshsn gugatan adalah penggu-
gat. Hshim hsnys berwenang memberikan nasehat dan petunjuk
kepesds penggugsat atasu kuasanys, petunjuk tersebut dspsat
berups sehkedsr ssran stau himbsusn agsr gugatan dicabut
dahbulu. Dalam menghadspi gugsatsn ysng obscuur libel, maks
hakim dapat memutus gugatan dengsn menystakan tidak dapst
diterima (niet ontvankelijk verklasard) ataupun menolsh
gugatan.

Untok mengursngi kemunghkinsn sustn gugstan dinyata-
ken obscuur libel oleh hakim, hendaknya hketentuasn Pssal
118 HIR selmslu dilaksanskan oleh Ketus Pengadilan maapun
. hakim yang memerikss perkars, walaupun pihak pengdugatnya
, menggunakan jsss kuasa hukum. Selsin itu hendaknya dalam
“ hukum scars perdata nasionsl yang sakan datang memuat
secars tegss hsl-hal apa yasng harus dimuat dalam gugsatan,
baik mengenai sysrat-syarat formil msupun sysrat materiil
gugatisn, hkarens selams ini hal-hal yang harus dimnat dalaw

gugatan tidsk distur dalam HIR.

Ksts hats kunci : Gugatan, Obscuur libel, Pengadilan Nege-
' ri.



OBSCUUR LIBEL IR CIVIL SUIT AT SEMARANG DISTRICT COURT

ABSTRACT

Resesrch on Obscuur Libel in c¢ivil suite st
Semarang district court is = normstive legsl resesrch.
The purpose of this resesrch are Firstly to understand
the ressons why 5 judge determines s suit te be Obscuur
Libel, secondly, to exsmine the suthority of s judge in
order to improve Obscuur Libel guits, snd {finally to
observe the sttitude of 3 judge when fseing an  Obscuur
Libel suit.

The dats used in this research are primsary s&nd
secondary data, which were obtained frow fieldwork and
library study. The dste was collected through means of
guestionnaires, interviews sand document study.

The resulis of this resesrch are that the reasons
for producing sn Obscuur Libel are varied. Basically,
a suit which is claimed to be Qbecuur Libel might occur
if the subject of the claim is incomplete, if the
chiect is not fully e¢lesr, if detsnils of the fundamen-
tum  petendi sre incomplete or unclear, if the petitum
is wnclear, or if the petitum and fundswentum petendi
are unrelsted. This resesrch sdditionally proves thst
the judge has no muthority to improve an Obscuur Libel
sui, but rather the iwmprovement should be done by the
plaintiff. A judge has z responsibility st first to
advise and to guide plaintiff or his sttorney and tLhen
to cancel his suit. Facing an Qbscuar Libel suit, =
judge can decide that the clsim can not be recgived
{niet ontvankelijk verklasrd) or rejected.

To wminimize Obscuur Libel as much as possible,
the district court chairman, or the judde who hsndles
the particular suit, should take care of the asrticle of
118 HIR, even though the plaintitf uses the sexvice of
an sttorney. In mddition to these results, it has been
found’ that the future law procedures should clearly
state the contents of the svit, partienlarly concerning
its formsl and meteriil conditions. In the current HIR,
all of the aforementioned conditions are not clearly

stated.

Key words : Civil suit, Obscuur Libel, District Court.
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patan kepada penulis wntuk melakukan penelitian ini.
3. Deken Fskuoltss Hukum, ysng telsh mewmberikan wmotivasi
dan bimbingan dslawm proses pengajuan penelitian ini.

‘4. Semma pihak ysng telah memberikan bantsan baik moril

maupun ; materiil hkepads penulis selama pelakssanaan dsn
penvusunan laporan penelitisn ini.
Penulis wenyadari sepenuhnys bahwa penelitian ini
wasih jsuhb dari sempurns bgik dalanm bentuk maupun isinys,
urituk  itu semus kritik dan ssran dalawm rangks penyempur-

naan penelitian ini ahan penulis terims dengsan senang
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Akbhirnys semogs penelitisn ini dapst bermanfsst bagi

perkembangan sistem hukum di Indonesis.

Semsrang, Jspusri 1985

Penyusun



DAFTAR ISI
Halaman
INTISARLI (... iieinannnan i ............................. i
ABSTRACT ... i ii i iiinnn \ ............................. ii
KATA PENGANTAR .......... e 111
DAFTAR ISI ....... R e e e e v
BAB I PENDAHULUAN ....{.........................;.. 1
A. Latar BelakBng .....cceiimiaieinconcanannnns i
BAR IT TINJAUAN PUSTAKA | . it i it iii i nneseemcarannnna 7
A. Pengsjuan Gugatan Di Pengadilan Negeri ... 7
B. Obscuur Libel |Dalam gugatan ........cccn-.. 26
l
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENBELITIAN .......veenn... 31
A. Tujuan Peneliflisn ... vt iienneennnans 31
B. Kegunaan Penelitian .....cc.iinm it inanann 31
BAB IV METODE PEHELITIAN . ... iin i imsncaneennna 32
BAB V HASIL DAN PENELIMIAN . ...ttt iicnaannnanns 39
A. Alssan hakim memutus obzcuwur libel .(...... 39

B. Kewenaengan Hakim Dalam Memperbaiki Gugstan 43
C. Sikap hakim delasm menghadapi gugstan yang

ohecor 1ibel ... .l i s catenesceannn 46

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN . ... .iiiieiatinnncanaanans 57
A, Festmpulam .. hicieeiireananaacananennnnen 857

B, BAFBINL .. vveeboanacnaanatocensssnnancnanas &80

|
|
\
DAFTAR PUSTAKA .......... T 62
l
|
|
!



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Lstar Belakang
Manusis sdalsh mshkhluk sosisl, aksn tetabi gelrin

makhluk sosisl snnsis jugs sebagei mabhkluk politik

(zoopoliticon). ebagai wakhluk sosial wmanusia senan-

tisss berhubungan dengsn wmasnusis lsinnys, sedsnghksan
sebagai makhluk politik manusis sensntiasa hidup dalan
kelompok stsn organisasi.

Hubungsn antars manusia sstu dengan menusia lain
nya seringksali meénimbulksn konflik diantars mershs.
Satu pihsk harus mempertshankan haknys terhadasp pihsk
lainnya stau wmemahss pihak lain untuk melsksanshkan
kewgjibannys (Dearwan prinst, 1892 l)ﬁ
Konflik stsu senghketa yang timbul di dalsm masya-
rakat =apsbila men‘angkut hel-hal vyang distur oleh
hukum, maks lszimnys disebut senghkets hukum.

Hukum perdsat dibedakan antars hukar perdata

{
materiil dsn hubkom perdsata forwil. Hukum perdats mate-
riil melindungi hak dsn kepentingsn serta mexbebani
kewnjibsn terhadap subysek hukum. Sedanghksn bhukun perda-
ta formil vyang sering disebut sebagai hukum sacara
perdata berfundsi luntuk menjamin ditastinya hukum

_.perdata materiil dengan jalan mengajukan tuntutan hak

ke pengadilan.



Senghets hukum dapst bersumber dari sustu perbu-
atean seseorang melanggar hak dasn  kepentingan serts
kewsjiban orsng 1Ain. Apsbils terjadi sengketa hukum,
maks pihak yasng mwerasa dirugikan dapst mengsjukasn
tuntutsn hal ke pengadilan. Tuntutan hak dalam hal ini
tidak 1lain adalah tindskan yang bertujusn memperoleh
perlindungan hukum (yang diberikan oléh pengadilan untuk
mencegsh “eigenrichting” =atan tindsaksan menghskimi
sendiri (Sudikno Mertokusumo, 1883 : 23,

Tuntoten hsek| ysng disjukan melslui pengadilan
menurnt sistem HIR atsu RBg berupa surst permohonan
(Introduktief quuest), vang lazim di;ebut dengan
gugstan, gugatan menurut sistem HIR atau RBg ini tidsk

sams  dengsn gugstan menurut Rv. Perbedaannya adalsh

bahws gugstsn mennruyl HIR atsu RBg tidsk adas  ketentuan

persysrstan wmengensai bentuknya dan jugs tidak diatur
nengensi hal-hal spa ysng harus dimuat di dslamnys.
HIR atsu Rbg walaupun tidsk mengsastur secsra tegas

mengdensi  hal-hal pa  ssjs ysng harus dimust dalam
{

gugatsn, skan tetapi dalam Passl 118 HIR dinyatskan

bahwa
"Ketus Pengadilan Negeri berwensng pada waktu diajukan

gugdstan untuk memberi nasehat dan bantusn kepsda peng-
gugat dan kuasanya.”

ketentusn tersebut wenunjukksn sdsnys prinsip hsakim
aktif dalam pemeriksasn perksra perdatsa di Indonesis.
Sifat aktif dari hskim ini berupa memimpin sacara

dari sawal sampsi akhir pemeriksasn perkara. Aktivitas




dari hsakim ini ditujukan sgsr supays pemeriksaan perks-

re  berjalan bail
slirsn pikiran frd
kepentingan masysar
Rv

Henurut

dalam Pasal 8 nol.

pohkoknys memust

disional Indonesis yang

akat (Supomo,

dan terstur, wmerta sesual dengan

mengutamakan

1885 8).

persyaratan isi gugstsn tercantum

3, yang mengharusksn gugatan padsa

1. Identitas dari pars pihsk
2. Fundamentum petendi
3. Petitum

Apsbila ditinjav dari sejsrshnys Ry dahulu pernsh
diberlakukan di negsara kits péda waktu jasman kolonial
Belandsa, ysitu diperuntukkan terhadsp golongsn Eropsa
staupun yang dipersamakan. Padg waktu itu negara kita
memsng terjsdi duslisme berlskunys hukum scars perdstz

vyaitu antuk golongs
gunshken Rv, sedangk
kan

iuar Jawa dan Hadur

adalah HIR karens w

Tengsah.
Pada jamsn p
Rochussen

ingin mendessk huku

sur-angsur untuk d

karens ito eksiste

di dalsm HIR, hsl

HIR untuk wilgysh Jawa dasn Hadurs serta RBg

tidak me

in Eropa atsu ysng dipersamakan meng-

an untuk golongsn Bumiputera diguna-
antuk

2. Selenjutnys yang dijadiksn dasax

ilaysh penelitisn ini berads di Jaua

enjajahen Belanda Gubernur Jenderal

Wichers vyang

nyetujui pendapat Mr,
m sdat secsra gistemstis dan berang-

igantikan dengan hukum Eropa, oleh

mei hokom sdat masih tetap tereérmin

ini terbukti di dalam Pasal 383 HIR




nelarang mengutip sturan acars Erops, skan tetapi tidak

relarang melengkapi| aturan-aturan tertulis dalam hukum

acara Bumiputera dengan sturan-atursn sacsars tidsk

tertulis (Soepomo, R,

1888 : 142).

Olelk hkarens hukom adst ikut dijadiksn dassar dalam

pembentukan HIR, mska dapat dilihat beberaps hketentusn

dalsm HIR vsng dipengaruhi oleh hukum sadst, antara lain

gugstan dapat diajukan secars lissn (120 HIR), prinsip

hakim sktif dalsm proses memasukkan gugstan (118 HIR),

selain itu HIR tidsh

menganut ketentusn mengenai kews-

Jiban menunjuk kuasa (verplichlte procureur stelling).

Dalam praktek

berscars di pengadilan tata cars

penyusunan gugstan |[sudsh jarang yang dilakukan secars

lisan, kebanyshkan gugatan diasjukan dalam bentuk tertu-

lis bshkan pilisak penggugst terutasma yang menggunakan

Jjess pengacars/ asdvokst dslam penyusunan gugatan meng-

dgunsksn ketentuasn Pssal 8 no. 3 Rv, hal ini disebabkan

lebih sistematis dan

pihak lawan.

nudah dimengerti oleh hakim msupun

Proses penyusunan gugatan ini sebenarnys memegang

peran cukup penting,

tidak Jjelss, kabur

libel, mak# gugatan

dikabulkan oleh hskim.

boleh terjsdi dalam

Hegeri, apabila Pasal

mengingat spabils gugstsn ini

atau yang sering disebut obscuur

tersebut berakibst tidak akan
Obscuur libel sebenarnys tidak
proses beracara di Pengadilan

119 HIR benar-benar dilaksanakan

oleh hakim atau dengT kata lain sifat aktif dari hakim



oleh hakim atsu dengan kata lain sifst aktif dari hakim

benar-benar dilaksﬁnakan.

Permssalahan
Dari uraian di atas waks dapat disjukan permsss-~
lahan sebagai berikot
Sebagsimans diketshui sistem peradilan di Indone-
. sia menganut prinsip hakim aktif, wsksudnya di dalam
pemeriksaan sidasng hakim haruslsh sktif untuk wmewmberi
pengsrahan agar proses persidangsn berjslan lancar.
Pasal 1189 Hllﬁ ataupun 143 RBg adalsh salsh satu
pasal vang menunjukkan prinsip hakim sktif dslam hsal
tats cars mewasukkan gugatsn yang berbunyi
Ketus Pengadilan Hegeri bervenang pads waktu mengsajukan
gugatsn untuvk wmemberi nasehat dan bantusn kepads Peng-
gugeat dan EKusasanya.
Di dalam praokiek persndilan tidsk Jarang ads
gugatasn vyang diputis tidak dapat diterima ataupun
dito&ak, yeng diksreénakan pertimbangan bahwa gugatan

tidak‘jelasfkabur/gelap {obscuur libel}, padahal sistenm

peradilsn kita menganut prinsip hakim aktif, walaupun
HIR satsupun RBg tidsk wmengatour secara tedas nengehai

apa vang harus dimuat dalsm gugstan.

Dari permasalahaﬁ tersebut, timbullah. pertanyaan

sebagai berikut

1. Apa alssan hakim nenysatakan suatu gugatan itu

obscuur libel 7




2. Wenangksh haki+ memperbaiki gugstsn yang obscuur
libel ?
3. Bagsimans seyogyanys sikap hakim dalam menghadsapi

gugatsn ysng obiscuur libel 7

2. Reaslian Penelitian

Sepanjang pengdetahuan penulis, belum pernah dils-

kukan penelitian mengenai Obscuour Libel Dslam Gugsatan
Perdsats di Pengsadilan Negeri Semsrang, dengan demikisn

penelitian ini merupskan penelitisn vang asli.
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